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SALINAN

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

bahwa pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
harus dilakukan secara efektif, efesien, ekonomis,
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan, kepatutan dan memberikan manfaat kepada
masyarakat;

bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan badan
layanan umum daerah perlu pedoman pengelolaan
keuangan badan layanan umum daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan pasal 73 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang — Undnag Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
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Menetapkan

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa
mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi
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10.

11.

12.

13.

organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian layanan yang  bermutu,
berkesinambungan dan berdaya saing.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah SKPD yang melaksnakan unsur
penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
perintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA
adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang
disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana
kerja dan anggaran SKPD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran.

Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD
pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit
pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
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selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 2
1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan BLUD
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pejabat pengelola BLUD;

b. pembina dan pengawas BLUD;

c. perencanaan BLUD;

d. penganggaran BLUD;

e. pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kas BLUD;

f. penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan

BLUD;
g. pemahaman akun-akun neraca; dan

h. penyusunan laporan keuangan BLUD.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka:

a. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Brebes (Berita
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 97); dan

b. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Brebes Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2019 Nomor 105).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes,
pada tanggal 5 Juli 2024

Diundangkan di Brebes Pj. BUPATI BREBES,
Pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd
Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19650903 198903 1 010 IWANUDDIN ISKANDAR
BERITA DAERAH KAB.BREBES

NOMOR 52 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I -IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006
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